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Muhammad Billah Yuhadian (B11108439), dengan judul 
“Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada 
Forum Jual Beli Kaskus”. Di bawah bimbingan Anwar Borahima selaku 
Pembimbing I dan Nurfaidah Said selaku Pebimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama untuk 
mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian jual beli secara online 
melalui rekening bersama. Kedua, untuk mengetahui bagaimana 
perlindungan hukum bagi penjual (seller) dan pembeli (buyer) yang 
menggunakan rekening bersama. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field 
research) dan metode kepustakaan (library research). Penelitian lapangan 
dilakukan dengan melakukan wawancara di Kantor Kaskus, Jakarta 
Selatan. Selain itu, penulis juga mewawancarai para pihak terkait masalah 
yang dibahas yaitu seller, buyer, dan pemilik jasa rekening bersama. 
Peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan mempelajari dan menelaah buku-buku atau literatur 
yang berhubungan dengan penelitian. 
Hasil yang diperoleh Penulis dari penulisan ini antara lain : (1) 
Perjanjian jual beli secara online melalui rekber pada FJB Kaskus  
memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, 
suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. (2) Perlindungan hukum 
bagi penjual dan pembeli yang menggunakan jasa rekber telah diatur 
dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen yaitu (a) hak konsumen antara lain mendapatkan barang yang 
sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan, mendapatkan informasi 
mengenai barang, dan mendapatkan ganti rugi; (b) kewajiban konsumen 
antara lain mengikuti prosedur penggunaan barang, beritikad baik dalam 
melakukan transaksi pembelian barang, dan membayar sesuai 
kesepakatan; (c) hak pelaku usaha antara lain menerima pembayaran 
sesuai kesepakatan, mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen 
yang beritikad buruk, dan hak untuk pembelaan diri sepatutnya; (d) 
kewajiban pelaku usaha antara lain beritikad baik, memberikan informasi 
yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang, dan memberikan ganti rugi 
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A. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu 
yang tidak bisa dihindari dalam era gobalisasi saat ini, karena 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan berjalan sesuai 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi harus dimaknai sebagai motivasi bagi manusia 
untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini sebagai dasar untuk 
belajar sepanjang hayat.  
Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi 
menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan 
perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Namun 
demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan 
manfaat positif, tetapi juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif.  
Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
antara lain adalah teknologi dunia maya atau biasa disebut internet 
(interconnection network). Internet sebagai suatu media informasi dan 
komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, 
antara lain untuk menjelajah (browsing), mencari data dan berita, saling 
mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, 
dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan 
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memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah electronic 
commerce, atau disingkat e-commerce. 1 
E-Commerce merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa 
yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara 
online dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga 
seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang 
dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini 
dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka 
mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu 
sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak 
pun dilakukan secara elektronik.  
Melalui e-commerce semua formalitas-formalitas yang biasa 
digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya 
konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan 
membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa 
tanpa dibatasi oleh batas wilayah (borderless).2  E-commerce tidak hanya 
memberikan kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini 
memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh 
pada penghematan biaya dan waktu. 
                                                          
1
 Ahmad M. Ramli, 2004, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Refika 
Aditama, , Jakarta, hlm. 1. 
2
 Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi 




Di dalam dunia internet saat ini, banyak situs-situs yang mewadahi 
masyarakat untuk memperdagangkan barang–barang. Ada situs – situs 
yang mewajibkan penggunanya untuk menjadi anggota (member) terlebih 
dahulu, namun ada juga yang tidak. Salah satunya adalah Forum Jual Beli 
(FJB) dalam situs www.kaskus.co.id yang memiliki ribuan member. Salah 
satu keunggulan dari FJB Kaskus adalah menawarkan segala macam 
barang mulai dari yang murah sampai yang mahal yang masih baru atau 
bekas diperjualbelikan oleh para member. Barang-barang yang dijual 
dalam FJB Kaskus antara lain buku, barang antik, lukisan, perlengkapan 
bayi, pakaian, sepatu, kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, komputer, 
tiket (konser dan pesawat), peralatan rumah tangga, peralatan musik, 
makanan, flora, fauna dan lain-lain. 
Transaksi perdagangan melalui internet berbeda dengan 
berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata. Melalui 
e-commerce, contohnya dalam situs www.kaskus.co.id dimana pihak 
pembeli (buyer) mengakses internet ke website, yang kemudian pihak 
pembeli (buyer) mencari barang yang diinginkan. Apabila telah 
menemukan barang yang diinginkan, buyer mengirimkan penawaran 
dalam halaman penjual tersebut, menelpon, atau mengirimkan pesan 
singkat kepada penjual (seller). Setelah melakukan tawar menawar dan 




Mekanisme pembayaran yang biasa digunakan adalah buyer 
melakukan transfer sejumlah uang kepada seller. Setelah buyer 
melakukan transfer uang maka seller mengirimkan barang kepada buyer. 
Namun pembayaran dengan mekanisme transfer tersebut memiliki risiko 
yang tinggi karena kemungkinan terjadi penipuan cukup besar. Buyer 
dituntut untuk sangat hati-hati apabila ingin melakukan transaksi dengan 
mekanisme transfer. Mekanisme pembayaran selain transfer antara lain 
dengan cash on delivery (COD), kaspay, dan rekening bersama (rekber). 
Cash on delivery adalah sistem jual beli dengan bertemu muka, mengecek 
kondisi barang dan kelengkapan, negoisasi, kemudian melakukan 
pembayaran. KasPay adalah sistem pembayaran online dari PT. DARTA 
MEDIA INDONESIA yang juga pengelola Kaskus sendiri, pengguna 
kaspay cukup membuat account pada situs www.kaspay.com. Rekber 
adalah perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan 
kenyamanan transaksi online pembeli. 
Pelaksanaan jual beli sacara online dalam prakteknya menimbulkan 
beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung 
jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang 
dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak 
melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah 
disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk 
mendapatkan ganti rugi. 
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Pasal 1320 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian harus 
memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu 
hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat 
sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat 
bagi para pihak.  
Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 
KUHPerdata, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan 
jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal 
ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui 
media internet tidak mudah. 
Permasalahan lainnya adalah dengan penggunaan jasa rekber 
yang banyak digunakan pada saat ini. Rekber hadir pada tahun 2006 
ketika jual-beli secara online di Kaskus makin ramai yang juga diiringi 
dengan penipuan-penipuan. Pemilik jasa rekber bisa siapa pun asal 
menjadi member dalam situs www.kaskus.co.id. Seorang rekber bisa 
menangani transaksi mulai dari puluhan ribu hingga puluhan juta rupiah 
dan rekber memperoleh fee tergantung besar transaksi pelanggannya.  
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) mengatur bahwa 
penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik 
oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. 
Dalam hal ini penyelenggara sistem elektronik adalah kaskus dan rekber. 
Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) UUITE mengatur bahwa setiap 
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penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem 
elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap 
beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. 
Permasalahan yang muncul dengan pemakaian jasa rekening 
bersama tersebut ketika seorang rekber melakukan wanprestasi yang 
merugikan para pihak dalam perjanjian jual beli tersebut. Seseorang 
cukup mendaftar sebagai member pada situs www.kaskus.co.id untuk 
menjadi rekber. Prosedur yang diisi oleh seorang rekber belum tentu 
sepenuhnya benar dan bukan hal yang tidak mungkin seorang rekber 
mengisikan identitas palsu. Kaskus sendiri tidak memiliki data yang dapat 
mengetahui apakah identitas tersebut asli atau palsu dan Kaskus tidak 
bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan terkait penggunaan jasa 
rekening bersama. Penggunaan jasa rekber yang seharusnya menjamin 
keamanan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUITE masih terbuka 
kemungkinan wanprestasi.  
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli online melalui 
rekening bersama pada Forum Jual Beli (FJB) Kaskus? 
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli (buyer) dan 
penjual (seller) yang menggunakan rekening bersama? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 Tujuan Penelitian ini adalah :  
1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli secara online 
melalui rekening bersama pada Forum Jual Beli (FJB) Kaskus. 
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pembeli 
(buyer) dan penjual (seller) yang menggunakan rekening 
bersama.  
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 
1. Sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, 
khususnya dalam bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan 
hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi 
penelitian selanjutnya mengenai perjanjian jual beli secara 
online yang berbasis internet. 
2. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat tentang legalitas dan 
perlindungan hukum dalam transaksi jual beli secara online 
menggunakan rekening bersama, sehingga masyarakat dapat 











1. Pengertian Perjanjian 
Menurut Black’s Law Dictionary, perjanjian adalah suatu 
persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan 
sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara 
sebagian”. Inti definisi yang tercantum dalam Black’s Law Dictionary 
adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk 
melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara 
sebagian.3 
Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah 
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana 
tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua 
pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu 
lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian 
itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.4   
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 Salim ,HS, 2003, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Cet. 1, Sinar 
Grafika, Jakarta, hlm. 16.   
4
 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011,  Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 
Sampai 1456 BW), Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 63. 
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Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada 
seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji 
untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu 
hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. 
Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang 
membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian 
perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan 
atau ditulis.5 
 Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian 
adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah 
sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian 
juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan 
sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan 
persetujuan) itu adalah sama artinya.6 
Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan 
hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk 
menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat 
untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang 
mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut 
adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan 
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kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada 
akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.7 
Berdasarkan pendapat – pendapat di atas, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak 
atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hak dan 
kewajiban. 
2. Syarat Sahnya Perjanjian 
Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, 
antara lain: 
a. Kesepakatan  
Dengan diperlakukannnya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka 
berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan 
kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang 
mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.8 
Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang 
disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan 
                                                          
7
 Sudikno Mertokusumo, 1986, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberti, Yogyakarta, 
hlm. 97-98.  
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dinamakan tawaran (offerte). Pernyataan pihak yang menerima tawaran 
dinamakan akseptasi (acceptatie). 
Ada beberapa teori yang menjelaskan saat-saat terjadinya perjanjian 
antara pihak, yaitu:9  
1. Teori kehendak (wilstheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan 
terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya 
dengan menuliskan surat. 
2. Teori pengiriman (verzendtheorie) mengajarkan bahwa 
kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim 
oleh pihak yang menerima tawaran. 
3. Teori pengetahuan (vernemingstheorie) mengajarkan bahwa pihak 
yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui tawarannya 
diterima. 
4. Teori kepercayaan (vertrouwenstheorie) mengajarkan bahwa 
kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap 
layak diterima oleh pihak yang menawarkan. 
Dalam hukum perjanjian ada empat sebab yang membuat kesepakatan 
tidak bebas, yaitu:10 
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24 
 
1. Kekhilafan terjadi apabila orang dalam suatu persesuaian 
kehendak mempunyai gambaran yang keliru mengenai orangnya 
dan mengenai barangnya. 
2. Paksaan dalam arti luas meliputi segala ancaman baik kata-kata 
atau tindakan. Orang yang di bawah ancaman maka kehendaknya 
tidak bebas maka perjanjian dapat dibatalkan. 
3. Penipuan dilakukan dengan sengaja dari pihak lawan untuk 
mempengaruhi ke tujuan yang keliru atau gambaran yang keliru. 
Penipuan tidak sekedar bohong tetapi dengan segala upaya akal 
tipu muslihat dengan kata-kata atau diam saja yang menimbulkan 
kekeliruan dalam kehendaknya. 
4. Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau 
seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan 
khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat 
berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal, atau tidak 
berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, 
meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya ia 
harus mencegahnya. 
b. Kecakapan 
Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 
Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan 
tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang 
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adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang 
menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.  
Orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah 
sebagai berikut : 
1. Orang-orang yang belum dewasa 
Ketentuan mengenai orang-orang yang belum dewasa terdapat 
perbedaan antara satu undang-undang dengan undang-undang 
lainnya, yaitu: 
Dasar Hukum Pasal 
Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (Burgerlijk Wetboek) 
Pasal 330 
Yang belum dewasa adalah 
mereka yang belum mencapai 
umur genap dua puluh satu 
tahun dan tidak kawin 
sebelumnya 
UU No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan 
Pasal 47 
Anak yang dimaksud dalam UU 
Perkawinan adalah yang belum 
mencapai 18 tahun. 
UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan 
Pasal 1 angka 26 
Anak adalah setiap orang yang 
berumur di bawah 18 (delapan 
belas) tahun 




Anak adalah orang yang dalam 
perkara anak nakal telah 
mencapai umur 8 (delapan)  
tahun tetapi belum mencapai 
umur 18 (delapan belas) tahun 
dan belum pernah kawin 
UU No. 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia 
Pasal 1 angka 5 
Anak adalah setiap manusia 
yang berumur di bawah 18 
(delapan belas) tahun dan 
belum menikah, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan 




UU No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak 
Pasal 1 ayat (1) 
Anak adalah seseorang yang 
belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan. 
Tabel 1. Umur Anak/ Belum dewasa11 
Ada pun hasil dari Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI 
menyepakati bahwa batasan usia dewasa yang tepat adalah 
berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan yaitu usia 18 tahun, karena sesuai dengan azas LEX 
POSTIORI DEROGAT LEX PRIORI (peraturan yang baru 
menghapus peraturan yang lama) dan hal mana di tegaskan dalam 
pasal 66 Undang-Undang no. 1 tahun 1974.12 
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan 
Orang-orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah setiap 
orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak, 
gelap mata, dan pemboros.13 
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3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh 
undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa 
undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian 
tertentu. 
Perempuan dalam hal yang ditetapkan dalam undang-undang 
sekarang ini tidak dipatuhi lagi karena hak perempuan dan laki-laki 
telah disamakan dalam hal membuat perjanjian sedangkan untuk 
orang-orang yang dilarang oleh perjanjian untuk membuat 
perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolong sebagai orang yang 
tidak cakap, tetapi hanya tidak berwenang membuat perjanjian 
tertentu. 
c. Suatu hal tertentu 
Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 
sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata). Objek perjanjian yang dapat 
dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 adalah :14 
1. Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat 
dihitung. 
2. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang 
dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek 
perjanjian) 
Perjanjian yang objeknya tidak jelas karena tidak dapat ditentukan 
jenisnya, atau tidak dapat diperdagangkan, atau tidak dapat dinilai 
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dengan uang, atau yang tidak mungkin dilakukan, menjadi batal demi 
hukum.  
d. Suatu sebab yang halal 
Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah adanya suatu 
sebab yang halal. Undang-undang tidak memberikan pengertian 
tentang sebab (bahasa Belanda oorzaak, bahasa Latin causa). 
Pengertian causa bukan sebab yang mendorong para pihak 
mengadakan perjanjian, karena apa yang menjadi motif dari seseorang 
untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian hukum. 
Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan causa adalah isi atau 
maksud dari perjanjian. Melalui syarat causa, di dalam praktek maka ia 
merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah 
pengawasan Hakim.15   
Dua syarat pertama disebut syarat subjektif karena mengenai para 
pihak dalam suatu perjanjian, bila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian 
dapat dibatalkan (untuk membatalkan perjanjian itu harus ada inisiatif 
minimal dari salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk 
membatalkannya). Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat 
objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian 
yang dilakukan, bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian batal 
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demi hukum (sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga 
tidak perlu pembatalan).16  
3. Unsur-unsur Perjanjian 
Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau 
unsur esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur yang 
esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur 
lain dalam suatu perjanjian. 
Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu :17 
a. Unsur Esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu 
kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur 
esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam 
kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan 
harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga 
dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum 
karena tidak ada hal yang diperjanjikan. 
b. Unsur Naturalia, yaitu unsur yang telah diatur dalam undang-
undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam 
perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. Dengan 
demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu 
dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam 
kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara 
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 Subekti, Op. Cit., hlm 20. 
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 Ahmadi Miru, Op. Cit., hlm. 31-32. 
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otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPerdata bahwa penjual 
harus menanggung cacat tersembunyi.  
c. Unsur Aksidentalia, yaitu unsur yang nanti ada atau mengikat 
para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, 
dalam  jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila 
pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua 
persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai 
membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah 
dibeli dapat ditarik kembali kreditor tanpa melalui pengadilan. 
Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan 
dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur yang 
esensialia dalam kontrak tersebut. 
4. Asas-asas Perjanjian 
Di dalam hukum perjanjian dikenal banyak asas, antara lain:18 
a. Asas Konsensualisme 
Asas konsensualisme diartikan bahwa lahirnya perjanjian ialah 
pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila 
tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah perjanjian, 
walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu juga. 
Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para 
pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa 
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juga disebut bahwa perjanjian tersebut sudah bersifat obligatoir, 
yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi 
perjanjian tersebut. 
b. Asas Kebebasan Berkontrak 
Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada 
seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang 
berkaitan dengan perjanjian, di antaranya: 
1. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian 
atau tidak. 
2. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan 
perjanjian. 
3. Bebas menentukan isi klausul perjanjian. 
4. Bebas menentukan bentuk perjanjian. 
5. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan. 
c. Asas Mengikatnya Suatu Kontrak (Pacta Sunt Servanda) 
Setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk 
memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut 
mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut 
mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-
undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) 
KUHPerdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang 
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dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 
yang membuatnya.   
d. Asas Itikad Baik 
Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 
(3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Di 
Belanda dan Jerman, itikad baik menguasai para pihak pada 
periode praperjanjian, yaitu dengan memperhatikan 
kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Walaupun 
itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada 
tahap praperjanjian, secara umum  itikad baik harus selalu ada 
pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang 
satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya. 
5. Lahirnya Perjanjian 
Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik 
tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak 
mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. 
Sepakat adalah kesesuaian kehendak antara dua pihak tersebut. Apa 
yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikehendaki 
oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik. 
Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.19 
                                                          
19
 Subekti, Op. Cit., hlm 26. 
33 
 
Kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal 
terjadinya perjanjian. Untuk mengetahui kapan kesepakatan itu terjadi ada 
beberapa macam teori / ajaran, yaitu :20 
a. Teori Pernyataan, mengajarkan bahwa sepakat terjadi saat 
kehendak pihak yang menerima tawaran menyatakan bahwa ia 
menerima penawaran itu, misalnya saat menjatuhkan bolpoin 
untuk menyatakan menerima. Kelemahannya sangat teoretis 
karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis. 
b. Teori pengiriman, mengajarkan bahwa sepakat terjadi pada saat 
kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima 
tawaran. Kelemahannya adalah bagaimana hal itu bisa 
diketahui? Bisa saja walaupun sudah dikirim tetapi tidak 
diketahui oleh pihak yang menawarkan. 
c. Teori Pengetahuan, mengajarkan bahwa pihak yang 
menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya 
diterima (walaupun penerimaan itu belum diterimanya dan tidak 
diketahui secara langsung). Kelemahannya, bagaimana ia bisa 
mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya. 
d. Teori Penerimaan, mengajarkan kesepakatan terjadi pada saat 
pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak 
lawan. 
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 Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena 
disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi 
ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi 
tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi 
tersebut.21 
Wanprestasi dapat berupa:22 
a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi 
b. Prestasi tidak dilakukan dengan sempurna 
c. Terlambat memenuhi prestasi 
d. Melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian 
Akibat terjadinya wanprestasi, Ahmadi Miru menjelaskan bahwa 
pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari 
tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:23 
a. Pembatalan kontrak saja; 
b. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi; 
c. Pemenuhan kontrak saja; 
d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. 
Sedangkan menurut Subekti, tuntutan atas terjadinya wanprestasi, 
antara lain:24 
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a. Pemenuhan perjanjian; 
b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi; 
c. Ganti rugi saja; 
d. Pembatalan Perjanjian; 
e. Pembatalan disertai ganti rugi’ 
Pihak yang dituduh wanprestasi (yang pada umumnya adalah 
debitur), dapat mengajukan tangkisan-tangkisan untuk membebaskan diri 
dari akibat buruk wanprestasi  tersebut. Tangkisan atau pembelaan 
tersebut dapat berupa:25 
a. Wanprestasi terjadi karena keadaan memaksa (overmacht); 
b. Wanprestasi terjadi karena pihak lain juga wanprestasi 
(exception non adimple contractus); 
c. Wanprestasi terjadi karena pihak lawan telah melepaskan 
haknya atas pemenuhan prestasi. 
7. Keadaan Memaksa (Overmacht) 
Dalam KUHPerdata, keadaan memaksa (overmacht) diatur dalam 
Pasal 1244 dan Pasal 1245. 
Pasal 1244 KUHPerdata: 
“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, 
bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan 
itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu 
disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tak dapat 
dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk 
padanya.”  
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Pasal 1245 KUHPerdata: 
 “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena 
keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, 
debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang 
diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.” 
Dari pasal-pasal di atas, dapat dilihat bahwa keadaan memaksa 
adalah suatu kejadian yang tak terduga, tak disengaja, dan tak dapat 
dipertanggungjawabkan kepada debitur serta memaksa dalam arti debitur 
memaksa tidak menepati janjinya.26 
Ada pun unsur-unsur yang harus memenuhi keadaan memaksa 
yaitu:27 
a. Tidak memenuhi prestasi; 
b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan tersebut 
c. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepada debitur. 
Akibat keadaan memaksa, yaitu:28 
a. kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi; 
b. tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai dan 
karena itu tidak dapat menuntut; 
c. kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian; 
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 Subekti, Op. Cit., hlm. 56. 
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 Mariam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soepraptomo, Faturrahman 
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d. pada perjanjian timbal balik, maka gugur kewajiban untuk 
melakukan kontraprestasi. 
Jadi pada asanya perikatan itu tetap ada dan yang lenyap 
hanyalah daya kerjanya. Bahwa perikatan tetap ada, penting 
pada keadaan memaksa yang bersifat sementara. Perikatan itu 
kembali mempunyai daya kerja jika keadaan  terpaksa itu 
berhenti 
e. hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan keadaan 
memaksa adalah : 
1. Debitur dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa itu 
dengan jalan penangkisan (eksepsi). 
2. Berdasarkan Jabatan Hakim tidak dapat menolak gugat 
berdasarkan keadaan terpaksa, yang berutang memikul 
beban  untuk membuktikan adanya keadaan terpaksa 
Ajaran-ajaran keadaan memaksa  (overmacht) : 29 
a. Ajaran overmacht yang objektif atau ajaran ketidakmungkinan 
yang mutlak. Ajaran ini menyatakan bahwa debitur dapat 
mengemukakan adanya overmacht kalau pemenuhan itu tidak 
mungkin dilaksanakan oleh semua orang. Misalnya, orang yang 
berprestasi seekor kuda, tetapi sebelum diserahkan, kuda itu 
mati tersambar petir. Ajaran ini didasarkan pada Pasal 1444, 
diluar perdagangan atau hilang. 
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b. Ajaran overmacht yang subjektif atau ajaran ketidakmungkinan 
yang relatif. Debitur dapat mengemukakan adanya overmacht 
kalau pemenuhan prestasi itu tidak dapat dilakukan oleh debitur 
itu sendiri, misalnya debitur harus berprestasi sesuatu barang 
tetapi karena keadaan harga menjadi naik, kalau debitur 
berprestasi tetapi akan menimbulkan keberatan. Maka untuk 
ajaran yang subjektif dapat dikatakan juga difficultas sedang 
ajaran yang obyektif dapat dikatakan imposibilitas. 
8. Risiko 
Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena 
suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Misalkan barang yang 
diperjualbelikan musnah di perjalanan karena perahu yang 
mengangkutnya karam. Dari contoh peristiwa tersebut dapat dilihat bahwa 
persoalan risiko itu berpokok pangkal pada terjadinya perjanjian. Dengan 
kata lain berpokok pangkal pada kejadian yang dalam Hukum Perjanjian 
dinamakan keadaan memaksa. Persoalan risiko adalah buntut dari suatu 
keadaan memaksa, sebagaimana ganti rugi adalah buntut dari 
wanprestasi. 30  
Risiko pada perjanjian sepihak telah diatur dalam Pasal 1237 
KUHPerdata. 
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Pasal 1237 KUHPerdata: 
“Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang 
itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur 
lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang 
itu, semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya.”  
Perkataan tanggungan dalam Pasal 1237 sama dengan risiko. 
Risiko dalam perjanjian sepihak seperti perjanjian untuk memberikan 
sesuatu barang, jika barang itu sebelum diserahkan, musnah karena 
suatu peristiwa yang di luar kesalahan salah satu pihak, kerugian ini harus 
dipukul oleh si berpiutang, yaitu pihak yang berhak menerima barang itu.31 
Sedangkan risiko dalam perjanjian timbal balik, KUHPerdata mengaturnya 
pada Pasal 1460 (risiko dalam jual beli) dan Pasal 1545 (risiko dalam 
tukar menukar). Kedua pasal tersebut mengatur resiko pada perjanjian 
timbal balik tetapi sangat berbeda satu sama lainnya. 
Pasal 1460 KUHPerdata: 
“Jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, 
maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan Si 
pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual 
berhak menuntut harganya.” 
 Pasal 1545 KUHPerdata: 
“Jika barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah di 
luar kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur, dan 
pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali 
barang yang telah ia berikan dalam tukar-menukar.” 
 Memang kedua pasal di atas, berlainan sekali. Pasal 1460 (jual-
beli) meletakkan risiko pada pundaknya si pembeli, yang merupakan 
kreditur terhadap barang yang dibelinya (kreditur, karena ia berhak 





menuntut penyerahannya). Pasal 1545 (tukar menukar) meletakkan risiko 
pada pundak masing-masing pemilik barang yang dipertukarkan. Pemilik 
adalah debitur terhadap barang yang dipertukarkan dan musnah sebelum 
diserahkan.32 
 Seorang pembeli yang baru saja menyetujui menurut Pasal 1460 
KUHPerdata, ia sudah dibebani dengan risiko mengenai barang itu. Pasal 
1460 KUHPerdata penuh dengan keganjilan. Hal tersebut bisa dipahami 
karena dikutip dari Code Civil Perancis. Menurut system Code Civil, dalam 
suatu jual beli barang tertentu, hak milik sudah berpindah kalau barangnya 
sudah diserahkan, sedangkan menurut sistem BW , dalam segala macam 
jual beli, hak milik baru berpindah kalau barangnya diserahkan.33 
9. Ganti Rugi 
Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena 
wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena 
wanprestasi diatur dimulai dari Pasal 1243 KUHPerdata yang mengatur 
bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu 
perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah 
dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika 
sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau 
dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya, sampai dengan 
Pasal 1252 KUHPerdata. 
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Ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 
1365 KUHPerdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah 
suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah 
menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu 
timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Ganti 
rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan 
kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat 
antara kreditur dengan debitur.34 
B. Perjanjian Jual Beli 
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli 
Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan contract of sale. 
Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata sampai dengan 
Pasal 1540 KUHPerdata. Menurut Pasal 1457 KUHPerdata yang 
mengatur bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana 
pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu 
kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah 
dijanjikan. 
2. Lahirnya Suatu Perjanjian Jual Beli 
Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. 
Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian 
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KUHPerdata, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik 
tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak 
sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli 
yang sah.35 
Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 
1458 KUHPerdata bahwa jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua 
belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan 
tentang harang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum 
diserahkan dan harganya belum dibayar. 
Kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang pada umumnya 
melahirkan perjanjian jual beli tersebut, juga dikecualikan apabila barang 
yang diperjualbelikan adalah barang yang biasanya dicoba dulu pada saat 
pembelian, karena apabila yang menjadi objek perjanjian jual beli tersebut 
adalah barang yang harus dicoba dahulu untuk mengetahui apakah 
barang tersebut baik atau sesuai keinginan pembeli, perjanjian tersebut 
selalu dianggap dibuat dengan syarat tangguh, artinya perjanjian tersebut 
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3. Kewajiban dan Hak Penjual dan Pembeli 
Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban–kewajiban 
dan hak–hak bagi kedua belah pihak atau pihak–pihak yang mengadakan 
perjanjian itu. 
Kewajiban pihak penjual, yaitu: 
a. Menyerahkan barang atas barang yang diperjualbelikan. 
Cara penyerahan benda yang diperjualbelikan berbeda 
berdasarkan kualifikasi barang yang diperjualbelikan tersebut. 
Adapun cara penyerahan tersebut sebagai berikut:37 
1. Barang bergerak bertubuh, cara penyerahannya adalah 
penyerahan nyata dari tangan penjual atau atas nama 
penjual ke tangan pembeli, akan tetapi penyerahan secara 
langsung dari tangan ke tangan tersebut tidak terjadi jika 
barang tersebut dalam jumlah yang sangat banyak sehingga 
tidak mungkin diserahkan satu per satu, sehingga dapat 
dilakukan dengan simbol-simbol tertentu, misalnya: 
penyerahan kunci gudang sebagai simbol dari penyerahan 
barang yang ada dalam gudang tersebut.  
2. Barang bergerak tidak bertubuh dan piutang atas nama, cara 
penyerahannya adalah dengan melalui akta di bawah tangan 
atau akta autentik. Akan tetapi, agar penyerahan piutang 
atas nama tersebut mengikat bagi si berutang  
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3. Barang tidak bergerak atau tanah, cara penyerahannya 
adalah melalui pendaftaran atau balik nama 
b. Menanggung atau menjamin barang tersebut. 
Berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdata, ada dua hal yang wajib 
ditangggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang 
dijualnya, yaitu: 
1. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan 
tenteram; 
2. Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang 
sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan. 
Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada 
waktu dan di tempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu 
dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran 
harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang 
dilakukan.38 
Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut, si penjual 
dapat menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana halnya pembeli 
dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan 
barangnya.39 Kewajiban pembeli di atas merupakan hak dari penjual 
begitu pun sebaliknya kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli 
sehingga tidak perlu lagi untuk penjelasan tentang hak-hak pembeli dan 
hak-hak penjual. 
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4. Risiko dalam Perjanjian Jual Beli 
Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh 
suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Persoalan tentang 
risiko itu berpangkal dari suatu keadaan memaksa (overmacht). 
Mengenai risiko jual beli ini dalam KUHPerdata ada tiga peraturan 
sesuai dengan jenis barang yang diperjualbelikan, yaitu:40 
a. Mengenai barang tertentu (Pasal 1460 KUHPerdata) 
Barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat 
sudah ada dan ditunjuk oleh si pembeli. Dalam istilah perdagangan, 
barang tersebut dinamakan “ready stock”. Mengenai barang 
tertentu ini, Pasal 1460 menetapkan bahwa risiko dipikulkan 
kepada pembeli walaupun barang belum diserahkan. 
b. Mengenai barang-barang yang dijual menurut berat, jumlah atau 
ukuran (Pasal 1461 KUHPerdata) 
Risiko atas barang-barang yang dijual menurut berat, jumlah, atau 
ukuran diletakkan pada pundaknya si penjual hingga barang itu 
telah ditimbang, dihitung atau diukur.  
c. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan (Pasal 
1462 KUHPerdata) 
Risiko atas barang-barang yang dijual menurut tumpukan diletakan 
pada si pembeli. 
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5. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli 
Perjanjian jual beli adalah merupakan perbuatan hukum. Subjek 
dari perbuatan hukum adalah Subjek Hukum. Subjek Hukum terdiri dari 
manusia dan badan hukum. Oleh sebab itu, pada dasarnya semua orang 
atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu 
sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah 
dewasa dan atau sudah menikah. Namun secara yuridis ada beberapa 
orang yang tidak diperkenankan untuk melakukan perjanjian jual beli, 
sebagaimana dikemukakan berikut ini :41 
a. Jual beli Suami istri  
Pertimbangan hukum tidak diperkenankannya jual beli antara suami istri 
adalah karena sejak terjadinya perkawinan, maka sejak saat itulah 
terjadi pencampuran harta, yang disebut harta bersama kecuali ada 
perjanjian kawin. Namun ketentuan tersebut ada pengecualiannya 
yaitu: 
1. Jika seorang suami atau istri menyerahkan benda-benda kepada 
isteri atau suaminya, dari siapa ia oleh Pengadilan telah dipisahkan 
untuk memenuhi apa yang menjadi hak suami atau istri menurut 
hukum.  
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2. Jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya, 
juga dari siapa ia dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang 
sah, misalnya mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual 
atau uang yang menjadi kepunyaan istri, jika benda itu dikecualikan 
dari persatuan.  
3. Jika istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk 
melunasi sejumlah uang yang  telah dijanjikan kepada suaminya 
sebagai harta perkawinan.  
b. Jual beli oleh para Hakim, Jaksa, Advokat, Pengacara, Juru Sita dan 
Notaris.  
Para Pejabat ini tidak diperkenankan melakukan jual beli hanya 
terbatas pada benda-benda atau barang dalam sengketa. Apabila hal 
itu tetap dilakukan, maka jual beli itu dapat dibatalkan, serta 
dibebankan untuk penggantian biaya, rugi dan bunga.  
c. Pegawai yang memangku jabatan umum  
Yang dimaksud dalam hal ini adalah membeli untuk kepentingan sendiri 
terhadap barang yang dilelang.  
Objek jual Beli  
Yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak 
dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan 
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timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk 
diperjualbelikan adalah : 42  
a. Benda atau barang orang lain  
b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti 
obat terlarang  
c. Bertentangan dengan ketertiban, dan  
d. Kesusilaan yang baik  
 
Pasal 1457 KUHPerdata memakai istilah zaak untuk menentukan apa 
yang dapat menjadi objek jual beli. Menurut pasal 499 KUHPerdata, zaak 
adalah barang atau hak yang dapat dimiliki. Hal tersebut berarti bahwa 
yang dapat dijual dan dibeli tidak hanya barang yang dimiliki, melainkan 
juga suatu hak atas suatu barang yang bukan hak milik. 
C. Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce)  
1. Pengertian Jual Beli Online (E-Commerce)  
Pada transaksi jual beli online (e-commerce), para pihak terkait 
didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu 
bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan 
sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) 
disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam 
dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. 
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Menurut Sutan Remy Sjahdeini, e-commerce adalah kegiatan 
bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur 
(manufactures), service providers, dan pedagang perantara 
(intermediaries) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer yaitu 
internet.43 
Menurut Julian Ding sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus 
Badrulzaman memberikan definisi  e-commerce sebagai berikut :44 
“Electronic Commerce, or E-Commerce as it is also known is a 
commercial transactions between a vendor and purchaser or 
parties in similar contractual relationships for the supply of goods, 
services or the acquisition of “right”. This commercial transaction is 
executedor entered into in an electronic medium (or digital 
medium)when the physical presence of the parties is not required. 
And the medium exits in a public network or system as opposed to 
a private network (Closed System). The public network or system 
must be considered an open system (e.g the internet or the world 
wide web), the transactions are concluded regardless of national 
boundaries or local requirements”. 
 
(Electronic Commerce Transaction adalah transaksi dagang antara 
penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau 
mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media electronic 
(digital medium) di mana para pihak tidak hadir secara fisik dan 
medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan sistem terbuka 
yaitu internet atau world wide web. Transaksi ini terjadi terlepas dari 
batas wilayah dan syarat nasional.) 
 
Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik beberapa unsur dari 
E-commerce, yaitu:45 
a. Ada kontrak dagang 
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b. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik 
c. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan 
d. Kontrak itu terjadi dalam jaringan public 
e. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau WWW 
f. Kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional 
2. Jenis-Jenis Transaksi dalam E-Commerce 
Jenis-jenis hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli 
secara elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen 
saja, tetapi juga terjadi pada pihak-pihak di bawah ini:46 
a. Business to business: transaksi yang terjadi antarperusahaan 
dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah 
perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini 
dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama 
lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin 
kerja sama antara perusahaan itu. 
b. Business to customer: transaksi antara perusahaan dengan 
konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarkan secara 
umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. 
Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. 
Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem web karena 
sistem ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat; 
                                                          
46
 Edmon Makarim, 2004, Kompilasi Hukum Telematika, PT. Raja Gravindo Persada, 
Jakarta, hlm. 227. 
51 
 
c. Customer to customer: transaksi jual beli yang terjadi 
antarindividu dengan individu yang akan saling menjual barang. 
d. Customer to business: transaksi yang memungkinkan individu 
menjual barang pada perusahaan. 
e. Customer to goverment: transaksi jual beli yang dilakukan antar 
individu dengan pemerintah, seperti, dalam pembayaran pajak. 
Dengan demikian, pihak-pihak yang dapat terlibat dalam satu 
transaksi jual beli secara elektronik, tidak hanya antara individu dengan 
individu tetapi juga dengan sebuah perusahaan, perusahaan dengan 
perusahaan atau bahkan antara individu dengan pemerintah. Syaratnya 
para pihak termasuk secara perdata telah memenuhi persyaratan untuk 
dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal ini hubungan hukum 
jual beli. 
3. Para Pihak dalam E-Commerce 
Transaksi e- commerce melibatkan beberapa pihak, baik yang 
terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas 
transaksi yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi 
dilakukan secara online atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan 
secara online. Apabila seluruh transaksi dilakukan secara online, mulai 
dari proses terjadinya transaksi sampai dengan pembayaran. 
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Menurut Budhiyanto sebagaimana dikutip oleh Didik M.Arief 
Mansur dan Elisatris Gultom mengidentifikasikan pihak – pihak yang 
terlibat dalam transaksi e-commerce terdiri dari:47 
1. Penjual (merchant), yaitu perusahaan/produsen yang 
menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi 
merchant, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai 
merchant account pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan 
agar merchant dapat menerima pembayaran dari customer 
dalam bentuk credit card. 
2. Konsumen/card holder, yaitu orang – orang yang ingin 
memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara 
online. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat 
berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen 
merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam 
transaksi e-commerce adalah bagaimana sistem pembayaran 
yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan 
mempergunakan credit card (kartu kredit) atau dimungkinkan 
pembayaran dilakukan secara manual/cash. Hal ini penting 
untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan 
berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit/card holder. 
Pemegang kartu kredit (card Holder) adalah orang yang 
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namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh 
penerbit berdasarkan perjanjian yang dibuat. 
3. Acquirer, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan 
penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan 
penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan 
penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk 
kepadanya yang diberikan oleh penjualbarang/jasa. Pihak 
perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah 
bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik 
kartu kredit/card holder, selanjutnya bank yang menerima 
pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut 
kepada penerbit kartu kredit (issuer). 
4. Issuer, yaitu perusahaan credit card yang menerbitkan kartu. Di 
indonesia ada beberapa lembaga yang diijinkan untuk 
menerbitkan kartu kredit, yaitu : 
i. Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak 
semua bank dapat menerbitkan credit card, hanya 
bank yang telah memperoleh ijin dari Card 
International, dapat menerbitkan credit card, seperti 
Master dan Visa card. 
ii. Perusahaan non bank dalam hal ini PT. Dinner Jaya 
Indonesia International yang membuat perjanjian 
dengan perusahaan yang ada di luar negeri. 
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iii. Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan 
induk yang ada di luar negeri, yaitu American 
Express. 
5. Certification Authorities yaitu pihak ketiga yang netral yang 
memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada 
merchant, kepada issuer dan dalam beberapa hal diberikan 
kepada card holder. 
Apabila transaksi e-commerce tidak sepenuhnya dilakukan secara 
online dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang online, 
sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual/cash, maka pihak 
acquirer,issuer dan certification authority tidak terlibat di dalamnya. Di 
samping pihak – pihak tersebut diatas, pihak lain yang keterlibatannya 
tidak secara langsung dalam transaksi e-commerce yaitu jasa pengiriman 
(ekspedisi).48 
4. Mekanisme jual beli dalam E-Commerce 
 Suatu transaksi e-commerce juga merupakan suatu perjanjian jual 
beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam 
suatu transaksi e-commerce juga  mengandung suatu asas 
konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. 
Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya 
kesepakatan antara pihak – pihak yang bersangkutan. Proses penawaran 
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dan penerimaan online ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan 
penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang 
dipergunakan, pada transaksi e-commerce media yang digunakan adalah 
internet. 
Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan 
transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang 
disepakati”. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para 
pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk 
melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi 
elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim 
telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan 
dalam Pasal 20 ayat (1) UUITE. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik 
baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan 
adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran 
diterima secara elektronik.  
Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan “Persetujuan atas penawaran 
transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan 
secara elektronik” Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan 
dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat 
dilakukan dengan sistem cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau 
perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama). 
Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan dikirimkan 
oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman. 
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Biaya pengiriman bisa ditanggung pembeli atau penjual tergantung 
kesepakatan para pihak. 
D. Perlindungan Hukum Para Pihak 
1. Hak dan Kewajiban Konsumen 
a. Hak Konsumen 
Hak-hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :49 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengonsumsi barang dan/atau jasa. 
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi 
serta jaminan yang dijanjikan. 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan. 
e. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 
f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif. 
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g. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya 
h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 
perundangundangan lainnya. 
b. Kewajiban Konsumen 
Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 1999 menyatakan kewajiban konsumen, yaitu 
:50 
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 
keamanan dan keselamatan. 
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/atau jasa. 
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut. 
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 
a. Hak Pelaku Usaha 
Pasal 6 UU Nomor 8 tahun 1999 menyatakan hak pelaku usaha, yaitu :51 
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a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa 
yang diperdagangkan. 
b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan 
konsumen yang beritikad buruk. 
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen. 
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan. 
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 
perundangundangan lainnya. 
b. Kewajiban Pelaku Usaha 
Pasal 7 UU Nomor 8 tahun 1999 menyatakan kewajiban pelaku usaha, 
yaitu :52 
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif. 
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d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 
dan/atau jasa yang berlaku. 
e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji 
dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member 
jaminan dan/atau yang diperdagangkan. 
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 
dan/atau jasa yang diperdagangkan. 
g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila 
barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 
dengan perjanjian. 
3. Penyelesaian Sengketa 
Penyelesaian sengketa konsumen terdapat tiga cara, yaitu: 
a. Penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan yang berada di 
lingkungan peradilan umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri, 
Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. 
b. Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK) 







A.  Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Jakarta tepatnya pada 
Kantor Kaskus dengan pertimbangan untuk memperoleh data dan 
informasi yang dibutuhkan dalam rangka penulisan ini.  
 
B.  Jenis dan Sumber Data 
 Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai dasar 
untuk menunjang penelitian ini adalah : 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui 
wawancara dengan informan yaitu dengan melakukan tanya jawab 
secara langsung. Informan dalam penelitian ini antara lain Pihak 
Kaskus yaitu Moderator Kaskus, 3 orang buyer, 2 orang seller dan 
2 orang pemilik jasa rekber. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pemilik jasa rekber 
inapay berupa salinan data banyaknya pengguna rekber inapay 
pada tahun 2011-2012 dan data mengenai transaksi yang sering 





C.  Teknik Pengumpulan Data  
Dalam penulisan skripsi ini, terdapat dua teknik pengumpulan data 
yang digunakan yaitu: 
1. Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang 
dilakukan di lapangan dengan melakukan wawancara 
(interview), yaitu teknik pengumpulan data secara langsung 
melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah 
disiapkan dan melakukan wawancara tidak berstruktur untuk 
memperoleh data yang diperlukan. Wawancara dilakukan 
kepada pihak kaskus yaitu moderator kaskus, seller, buyer, dan 
rekber. 
2. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku 
atau literatur yang berhubungan dengan penelitian. 
D.  Analisis Data 
Data yang diperoleh baik secara data primer, sekunder dan tersier, 
dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara normatif 
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Forum Jual Beli Kaskus dan Rekening Bersama pada Situs 
www.kaskus.com 
1. Kaskus 
Kaskus adalah situs forum komunitas maya terbesar dan nomor 
satu di Indonesia. Kaskus yang merupakan singkatan dari kasak kusuk, 
bermula dari sekedar hobi dari komunitas kecil yang kemudian 
berkembang hingga saat ini. Para pengguna kaskus disebut kaskuser.53 
Kaskus lahir pada tanggal 6 November 1999 oleh tiga pemuda asal 
Indonesia yaitu Andrew Darwis, Ronald Stephanus, dan Budi Dharmawan, 
yang sedang melanjutkan studi di Seattle, Amerika Serikat. Situs ini 
dikelola oleh PT Darta Media Indonesia. Kaskus memiliki lebih dari empat 
juta pengguna terdaftar. Pengguna Kaskus umumnya berasal dari 
kalangan remaja hingga orang dewasa yang berdomisili di Indonesia 
maupun di luar Indonesia. Kaskus dikunjungi sedikitnya oleh 900.000 
orang, dengan jumlah page view melebihi 15.000.000 setiap harinya. 54 
Pada awal tahun 2011, Kaskus mengumumkan ekspansi bisnisnya 
dengan menjalin hubungan kerjasama bersama Global Digital Prima yang 
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merupakan anak perusahaan dari PT Djarum. Kaskus juga akan 
menambah jumlah servernya hingga 250 buah serta melakukan rekrutmen 
pegawai baru hingga 80 orang.55 
2. Forum Jual Beli (FJB) Kaskus 
FJB Kaskus adalah forum tempat para kaskuser dapat menjual 
dan/atau membeli suatu barang/jasa yang diinginkan. Forum ini 
merupakan salah satu forum utama Kaskus, bisa dilihat dari banyaknya 
sub-forum yang terdapat di forum ini. Barang/jasa yang dijual di forum ini 
sangat beragam, mulai dari kaos seharga Rp50.000 (Lima Puluh Ribu 
Rupiah) sampai dengan hak kepemilikan tanah seharga 
Rp260.000.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Milyar Rupiah). Semua 
barang/jasa yang dinginkan hampir semuanya ada dalam forum jual beli 
ini. 56 
Para pengguna kaskus, baik penjual dan pembeli yang ingin 
bertransaksi  dalam FJB kaskus harus memiliki id kaskus. Penjual dalam 
FJB kaskus membuat thread mengenai barang/jasa yang akan dijual 
sehingga bisa dilihat oleh para calon pembeli. Thread adalah halaman 
yang berisi suatu topik yang dibuat oleh pengguna kaskus. Pembeli yang 
mau menawar suatu barang/jasa biasanya melakukan posting pada 
thread si penjual. Penawaran tidak hanya melalui posting pada thread 







tersebut, melainkan pembeli bisa melakukan tawar menawar melalui PM 
(private message), sms, atau telepon tergantung dengan isi thread 
penjual. Apabila telah terjadi kesepakatan maka para penjual dan pembeli 
akan menentukan  cara bertransaksi 
Metode transaksi yang biasa digunakan dalam FJB kaskus antara     
lain : 57 
1. Cash On Delivery (COD) 
Sebuah sistem transaksi jual beli yang dilakukan dengan 
bertatap muka (bertemu) langsung antara pembeli dan 
penjual setelah terjadi kesepakatan. Secara sederhana yaitu 
sistem jual beli dengan bertemu muka, cek kondisi barang 
dan kelengkapan, negoisasi, kemudian bayar. 
2. Rekening Bersama (rekber) 
Rekening bersama (rekber) adalah perantara/pihak ketiga 
yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi 
online Anda.  
3. Kaspay 
KasPay adalah sistem pembayaran online dari PT DARTA 
MEDIA INDONESIA yang juga pengelola Kaskus sendiri. 
Layanan transaksi ini dapat digunakan di Kaskus dan situs-
situs lain yang berafiliasi dengan KasPay. Seluruh proses 
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transaksi KasPay dilakukan melalui transfer (Top Up), 
sehingga aman dari modus penipuan dan pemalsuan kartu 
kredit. Keamanan transaksi selalu dipastikan dengan 
konfirmasi melalui e-mail dan catatan transaksi. Dengan 
KasPay, transaksi online semakin mudah, cepat dan aman 
tanpa perlu kartu kredit. Cukup dengan membuat account di 
KasPay, Anda langsung dapat bertransaksi sebagai pembeli 
atau penjual atau bahkan keduanya sekaligus. 
4. Transfer 
Sistem ini dilakukan dengan pembayaran melalui transfer ke 
rekening pribadi penjual oleh pembeli. 
Dari berbagai penjelasan mengenai metode bertransaksi dalam 
forum jual beli ini, transaksi dalam FJB kaskus ini menuntut kehati-hatian 
dari user/kaskuser sebagai buyers demi terhindar dari kasus penipuan 
yang sudah banyak terjadi. Reputasi, testimoni dan pangkat seller dapat 
menjadi bahan pertimbangan bagi buyers terhadap seller. 
3. Rekening Bersama (Rekber) 
Rekber adalah perantara atau pihak ketiga yang membantu 
keamanan dan kenyamanan transaksi online pembeli. Pemilik jasa rekber 
bisa siapa pun asal menjadi member dalam situs kaskus. Penggunaan 
rekber membuat pembeli tidak perlu ragu untuk bertransaksi atau merasa 
khawatir ketika barang yang dibeli tidak kunjung datang. Sementara 
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sebagai penjual, mereka tidak perlu bersusah payah membangun reputasi 
dan juga terhindar dari kecurigaan-kecurigaan berlebihan sehingga 
mengakibatkan barang yang diiklankan secara online sulit terjual.58 
Rekber pertama kali ada di kaskus pada awal tahun 2006, ketika 
jual-beli online  di Kaskus makin ramai yang juga diiringi dengan 
penipuan-penipuan. Banyaknya penipuan memberikan dampak yang 
sangat signifikan, reputasi penjual di kaskus menjadi hancur. Pembeli pun 
takut dan enggan mencari barang di kaskus.59 
Pengguna rekber membayar fee untuk pemilik rekber tergantung 
besarnya jumlah transaksi. Contoh untuk transaksi Rp.10.000-
Rp.1.000.000, fee rekber Rp. 5.000., transaksi Rp. 1.000.000-Rp. 
5.000.000 fee rekber Rp. 10.000, dan seterusnya. Fee antara pemilik 
rekber satu dengan lainnya biasanya berbeda. 
Pada saat ini terdapat banyak sekali rekber yang menawarkan 
jasanya pada situs www.kaskus.com, salah satunya rekber inapay. 
Rekber inapay ini telah beroperasi selama satu tahun namun rekber 
inapay telah melaksanakan jasa layanan rekber yang cukup banyak. 
Berdasarkan data yang diberikan rekber inapay, pada kurun waktu 
Oktober 2011 hingga Oktober 2012 telah tercatat 4.907 transaksi.60 
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 Rekber Inapay, Data Transaksi Rekber Inapay, data dikirim melalui YM pada tanggal 
19 November 2012.  
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Adapun dari 5.409 transaksi tersebut terbagi atas beberapa jumlah 
transaksi, sebagai berikut: 









Tabel 1. Tabel Jumlah Transaksi Rekber Inapay Periode Oktober 2012-
Oktober 201261 
 Berdasarkan data jumlah transaksi tersebut terlihat bahwa 
meskipun baru setahun beroperasi, seorang rekber dapat menangani 
transaksi hingga ribuan kali dalam satu tahun. Tabel di atas juga 
memberikan gambaran bahwa klien dari rekber inapay kebanyakan 
bertransaksi pada jumlah transaksi mulai Rp. 15.000-Rp. 299.999 yang 
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4. Mekanisme Jual Beli menggunakan Rekber 
 
Gambar 1. Mekanisme Penggunaan Rekber62 
 
Prosedur penggunaan rekber dalam jual beli pada FJB Kaskus 
akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 
1.  Kesepakatan mengenai harga antara pembeli dan penjual 
(termasuk deskripsi barang secara detail, garansi, asuransi, 
ongkos kirim, pemahaman akan aturan rekening bersama dsb),  
2. Pembeli dan penjual memilih pemegang rekber, 
3. Pemilik rekber yang ditunjuk akan menjelaskan prosedur singkat 
transaksi serta nomor rekening bank 
4. Pembeli mentransfer nilai transaksi + fee ke rekber  






5. Pembeli mengkonfirmasi transfer tersebut pada halaman 
pemegang rekber yang dipilih atau di thread kaskus, dengan 
contoh sebagai berikut:63 
 
Dari gambar di atas diketahui id kaskus: lidsepto22 (buyer), id 
kaskus:corleoimzi (seller), dan id kaskus:lazarusbank (rekber). 
6. Pemilik rekber yang ditunjuk memverifikasi dan menyalin bukti 
transfer tersebut  
7. Pemilik rekber mengkonfirmasi ke penjual bahwa dana dari 
pembeli sudah masuk, dan mempersilakan penjual untuk 
mengirim barang  
8. Penjual mengirim barang ke pembeli lalu mengkonfirmasi di 
situs/thread dengan menunjukkan bukti/nomor resi pengiriman.  
9. Apabila pembeli telah menerima barang yang ditransaksikan, 
mengecek dan mengkonfirmasi “OK” baru pembeli 
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mempersilahkan pemilik rekber untuk meneruskan dana kepada 
penjual. Sangat disarankan pembeli sendiri yang menerima 
barang.  
10. Pemilik rekber meneruskan dana transaksi yang sudah dipotong 
fee, kemudian menunjukkan posting di thread disertai dengan 
bukti transfer 
B. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening 
Bersama dalam Forum Jual Beli Kaskus 
Perjanjian jual beli secara online tidak terlepas dari konsep 
perjanjian secara mendasar yang tercantum dalam Pasal 1313 KUH 
Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan 
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 
orang lain atau lebih. 
Jual beli secara online (e-commerce) pada dasarnya sama dengan 
jual beli pada umumnya, dimana suatu jual beli terjadi ketika ada 
kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta 
harga atas barang atau jasa tersebut. Jual beli secara online dan jual beli 
pada umumnya (konvensional)  yang membedakan hanya pada media 
yang digunakan, jika pada jual beli konvensional para pihak harus 
bertemu langsung di suatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang 
akan diperjualbelikan serta berapa harga atas barang atau jasa tersebut. 
Sedangkan dalam e-commerce, proses transaksi yang terjadi memerlukan 
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suatu media internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi 
perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung atau face to 
face antar para pihak. Proses transaksi tawar menawar harga dapat 
dilakukan di mana saja tanpa harus mempertemukan pihak penjual dan 
pembeli di dalam satu tempat yang sama untuk menyepakati harga dari 
suatu barang. 
Perjanjian jual beli secara online melalui rekening bersama pada 
FJB Kaskus sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan 
jual beli secara online pada umumnya, yang membedakannya adalah 
dengan adanya perantara pembayaran yaitu rekening bersama yang 
dikenal dengan istilah rekber. Rekber adalah perantara atau pihak ketiga 
yang membantu transaksi online pembeli dan penjual. Pada dasarnya 
pemilik jasa rekber bisa siapa pun asal menjadi member dalam situs 
www.kaskus.com, namun untuk menjadi penyedia jasa rekber di dalam 
situs fjb kaskus tidak hanya sekedar menjadi member saja. Persyaratan 
lain yang harus dipenuhi adalah akun rekber kaskus tersebut adalah 
memiliki popularitas64 yang tinggi dan memiliki kepangkatan65 yang tinggi 
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sehingga akun rekber tersebut dapat memberikan jaminan keamanan 
bertransaksi di dalam dunia maya atau online.66  
Perjanjian jual beli secara online melalui rekber menggunakan 
Pasal 1313 KUHPerdata sebagai dasar pengaturannya sehingga apa 
yang menjadi syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata dapat 
diterapkan serta perjanjian jual beli secara online melalui rekber dapat 
diakui keabsahannya dimana syarat sahnya perjanjian tercantum dalam 
Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: 
1. Kesepakatan 
Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik 
tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah 
pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek 
perjanjian. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah telah 
lahirnya suatu perjanjian dan bila  dilahirkan, harus dipastikan 
apakah telah tercapai kesepakatan. Kesepakatan dalam perjanjian, 
pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak 
atau lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang 
mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara 
melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaannya dan mengenai 
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 Wawancara bersama Roy Widya (pemilik rekber blackpanda) melalui telfon pada 
tanggal 15 September 2012, pukul 20.15 WIB.  
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pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah 
disepakati tersebut.67 
Apabila pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran tidak 
menyetujui penawaran yang disampaikan tersebut, maka ia dapat 
mengajukan penawaran balik, yang memuat ketentuan-ketentuan 
yang dianggap dapat dipenuhi, atau yang sesuai dengan 
kehendaknya yang dapat dilaksanakan, dipenuhi atau diterima 
olehnya. Dalam hal yang demikian maka kesepakatan belum 
tercapai. Keadaan tawar menawar ini akan terus berlanjut hingga 
pada akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai 
hal-hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pihak 
dalam perjanjian tersebut.68 Kesepakatan dalam perjanjian, pada 
dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak atau 
lebih dalam perjanjian tersebut, mengenai hal-hal yang mereka 
kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, 
mengenai saat pelaksanaannya dan mengenai pihak yang 
berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati 
tersebut.69 
                                                          
67
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Sebelum kesepakatan tercapai diantara pihak, pada umumnya 
diantara para pihak akan terlebih dahulu dilakukan pembicaraan 
atau yang umumnya dinamakan negosiasi. Dalam negosiasi 
tersebut salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan 
menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai 
hal-hal yang yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala 
macam persyaratan yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum 
untuk disepakati oleh para pihak, pernyataan yang disampaikan 
tersebut dikenal dengan nama penawaran.70 Jadi, penawaran itu 
berisikan kehendak dari salah satu pihak atau lebih dalam 
perjanjian yang disampaikan oleh lawan pihaknya untuk 
memperoleh kesepakatan dari lawan pihaknya tersebut yang 
kemudian akan terwujud sebagai perjanjian yang mengikat kedua 
belah pihak. Pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran 
selanjutnya harus menentukan apakah ia akan menerima 
penawaran yang disampaikan oleh oleh yang melakukan 
penawaran dalam hal pihak lawan dari pihak yang melakukan 
penawaran, menerima penawaran yang diberikan, maka 
tercapailah kesepakatan tersebut.71 
Kesepakatan dalam jual beli secara konvensional mudah diketahui 
karena kesepakatan dapat langsung diberitahukan secara lisan 
atau tertulis. Sedangkan dalam jual beli secara online kesepakatan 
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75 
 
tidak diberitahukan secara langsung melainkan melalui media 
internet.  
Transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce, pihak yang 
memberikan penawaran adalah pihak penjual dalam hal ini yang 
menawarkan barang-barang dagangannya melalui website. Semua 
pengguna internet (netter) dapat dengan bebas masuk untuk 
melihat-lihat toko virtual tersebut atau untuk membeli barang yang 
mereka butuhkan atau minati. Jika pembeli tertarik untuk membeli 
suatu barang maka pembeli hanya perlu mengklik barang yang 
sesuai dengan keinginannya, biasanya setelah pesanan tersebut 
sampai kepada penjual (merchant), maka merchant akan mengirim 
e-mail atau melalui telepon untuk mengkonfirmasi pesanan tersebut 
terhadap customer.72 
Proses terciptanya penawaran dan penerimaan tersebut memang 
menimbulkan keragu-raguan kapan terciptanya suatu kesepakatan 
dalam transaksi e-commerce ini. Pada umumnya dalam transaksi 
e-commerce dapat dilihat adanya dua pendapat hukum tentang 
kesepakatan dalam transaksi e-commerce. Pertama ada pendapat 
hukum yang menyatakan bahwa sepakat dalam transaksi terjadi 
pada saat pengklikan tombol send oleh pihak pembeli. Dengan 
begitu, kesepakatan hukum dalam transaksi pun telah terjadi antara 
penjual dan pembeli. Pendapat ini berpedoman pada pengertian, 
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pada saat pembeli bermaksud untuk membeli suatu produk di 
internet, maka terms of conditions yang diiklankan oleh penjual 
dalam website terlebih dulu dan harus sudah dipenuhi pembeli. 
Pendapat kedua didasarkan pada acuan bahwa kata sepakat 
dalam transaksi e-commerce terjadi pada saat surat pesanan suatu 
produk melalui e-mail diterima oleh penjual atau informasi di bawah 
kontrol dari penjual.73   
Negara-negara yang tergabung dalam masyarakat ekonomi Eropa 
telah memberikan garis-garis petunjuk kepada Negara anggotanya, 
dengan memberlakukan sistem “3 klik” yaitu:74 
1. Setelah calon pembeli melihat di layar computer adanya 
penawaran dari calon penjual (klik pertama) 
2. Si calon pembeli memberikan penerimaan terhadap 
penawaran tersebut (klik kedua) 
3. Masih disyaratkan adanya peneguhan dan persetujuan dari 
calon penjual kepada pembeli perihal diterimanya 
penerimaan dari calon pembeli (klik ketiga) 
Ketentuan menyangkut saat terjadinya kesepakatan dalam UU ITE 
Indonesia diatur dalam Pasal 20 ayat 1 dan 2 yaitu : “Kecuali 
ditentukan lain oleh para pihak transaksi terjadi pada saat 
penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan 
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disetujui penerima (ayat 1), dan Persetujuan atas penawaran 
transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus 
dilakukan dengan pernyataan secara elektronik (ayat 2).  
Dalam transaksi jual beli secara online melalui rekber pada FJB 
Kaskus , pihak yang menawarkan adalah seller yang dalam hal ini 
membuat thread barang atau jasa yang dijual. Barang dan atau 
jasa yang ditawarkan dapat dilihat oleh siapa saja. Jika calon buyer 
tertarik untuk melakukan pembelian maka calon buyer melakukan 
pesanan dengan posting75 ke thread seller. menelpon atau 
langsung mengirim pesan singkat ke nomor pribadi seller. 
Menelpon atau mengirim pesan singkat dimungkinkan karena pada 
umumnya seller mencantumkan nomor handphone yang bisa 
dihubungi. Setelah terjadi kesepakatan mengenai harga maka 
buyer dan seller akan menentukan rekber mana yang akan 
digunakan. Setelah sepakat menggunakan rekber tertentu maka 
rekber akan menjelaskan hal-hal yang perlu diketahui oleh seller 
dan buyer. Buyer akan mengirimkan uang ke rekening rekber. 
Rekber akan mengkonfirmasikan kepada seller bahwa uang telah 
diterima rekber dan meminta seller untuk mengirimkan barang. 
Permasalahan yang terjadi dalam ilustrasi transaksi jual beli secara 
online melalui rekening bersama di atas adalah kapan terjadinya 
kesepakatan dalam perjanjian jual beli secara online melalui rekber 
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tersebut. Permasalahan lainnya mengenai terjadinya kesepakatan 
terdapat beberapa kemungkinan cacat kehendak seperti kekhilafan, 
penipuan, paksaan dan penyalahgunaan keadaan. Pada transaksi 
jual beli secara online melalui rekber, penulis berpendapat hal-hal 
tersebut dapat diminimalisir karena seorang pembeli dapat 
dilindungi kepentingannya apabila barang yang ingin dibeli dari 
penjual ternyata tidak sesuai dengan informasi mengenai kondisi 
barang dan gambar. Barang yang telah diterima dapat dilakukan 
pengembalian apabila tidak sesuai, sementara uang yang telah 
dikirim kepada rekber akan dikembalikan kepada pembeli dikurangi 
fee rekber sampai ada konfirmasi barang yang diretur telah sampai 
pada penjual. Mengenai terjadinya paksaan dalam transaksi melalui 
rekber, penulis berpendapat hal tersebut kecil kemungkinannya 
karena pembeli yang bertransaksi dalam jual beli secara online 
mendapatkan pilihan take it or leave it. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, para pengguna 
rekber baik seller maupun buyer mengatakan selama bertransaksi 
dalam FJB Kaskus memanfaatkan posting76 ke thread77 dan private 
mesagge78. Lebih lanjut bahwa kesepakatan terjadi pada saat calon 
buyer menyetujui harga yang diajukan seller. Dalam hal terdapat 
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beberapa calon buyer, maka calon buyer dengan siapa 
kesepakatan tersebut akan dibuat, dipilih berdasarkan waktu yang 
tercantum dalam thread yang berisikan persetujuan calon pembeli 
atas harga yang diminta penjual dan calon pembeli yang dipilih 
akan mendapat konfirmasi melalui private message sedangkan 
para calon pembeli yang lain akan mendapat posting pada thread 
yang berisi pemberitahuan bahwa barang yang ingin dibeli sudah 
terjual. Setelah mendapatkan private message tersebut maka seller 
dan buyer akan memilih rekber yang dikehendaki. 79 
Adapun Perjanjian yang terjadi dalam jual beli secara online melalui 
rekber terjadi karena adanya kesepakatan, apabila dikaitkan 
dengan teori dalam perjanjian yang diungkapkan oleh Munir 
Fuady80, maka untuk menentukan kapan suatu kesepakatan 
kehendak terjadi dapat digunakan sebagai suatu patokan untuk 
menentukan keterikatan seseorang pada perjanjian tertutup 
sehingga perjanjian dianggap telah mulai berlaku, teori tersebut 
yaitu: 
a. Teori Penawaran dan Penerimaan (offer and acceptance) 
Kesepakatan kehendak pada prinsipnya baru terjadi setelah 
adanya penawaran (offer) dari salah satu pihak yang 
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kemudian diikuti dengan penerimaan tawaran (acceptance) 
oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut. Sehingga menurut 
teori ini kesepakatan antar pihak terjadi pada seller 
mengajukan penawaran dengan membuat iklan pada 
threadnya yang disertai dengan deskripsi produk yang dijual 
dan kemudian buyer yang ingin membeli barang yang 
ditawarkan melakukan posting pada thread tersebut. 
b. Teori Pernyataan (verklarings theorie) 
Menurut teori pernyataan, apabila ada kontroversi antara 
apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan, maka 
apa yang dinyatakan tersebutlah yang berlaku, karena 
masyarakat pada umumnya menghendaki bahwa apa yang 
dinyatakan dapat dipegang. Berdasarkan teori ini, apa yang 
dinyatakan oleh buyer dengan cara melakukan posting pada 
thread seller, maka itulah yang dianggap berlaku, bukan lagi 
apa yang dikehendakinya. Demikian juga dengan apa yang 
dinyatakan oleh seller  yang berkaitan dengan persetujuan 
proses transaksi yang berlaku itulah yang berlaku meskipun 
dalam proses tersebut masih ada kemungkinan buyer 
memberikan data yang tidak benar, sedangkan seller melalui 
perangkat software yang digunakan telah menyetujui 
transaksi tersebut. Sehingga suatu kesepakatan kehendak 
antar para pihak telah terjadi ketika buyer melakukan posting 
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pada thread seller, dan seller menyetujuinya transaksi 
tersebut. 
c. Teori Konfirmasi 
Teori ini menjelaskan bahwa suatu kata sepakat telah ada 
atau dianggap telah terjadi ketika pihak yang melakukan 
penawaran mendapat jawaban atau konfirmasi jawaban dari 
pihak yang menerima tawaran. Sehingga kata sepakat 
terjadi ketika buyer menerima konfirmasi jawaban dari pihak 
seller. 
Berdasarkan uraian diatas maka pemenuhan syarat 
kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian atau 
kontrak dalam e-commerce dapat dipenuhi, sehingga 
perjanjian tersebut dari sudut pandang kesepakatan 
dianggap sah dan dan mengikat para pihaknya. 
2. Kecakapan 
Kecakapan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan 
hukum. Berdasarkan hasil dari Rapat Kerja Nasional Mahkamah 
Agung RI menyepakati bahwa batasan usia dewasa yang tepat 
adalah berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan yaitu usia 18 tahun, karena sesuai dengan azas LEX 
POSTIORI DEROGAT LEX PRIORI (peraturan yang baru 
menghapus peraturan yang lama) dan hal mana di tegaskan dalam 
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pasal 66 Undang-Undang no. 1 tahun 1974.81  Dalam Pasal 1330 
KUHPerdata diterangkan orang - orang yang tidak berwenang 
untuk melakukan perbuatan hukum yaitu : 
a. anak di bawah umur atau belum dewasa, 
b. orang yang ditaruh di bawah pengampuan, 
c. istri. 
Mengenai syarat sahnya perjanjian yang kedua ini, dalam keadaan 
nyata (transaksi konvensional), menurut penulis, orang yang tidak 
cakap pun dapat melakukan transaksi jual beli. Seperti anak-anak 
SD yang berumur 10 tahun membeli makanan di suatu toko, hal 
tersebut tentu tidak dilarang oleh toko tersebut.. Selama transaksi 
tersebut tidak merugikan kedua belah pihak terutama pembeli 
(seorang anak SD), maka transaksi tersebut sah. Keadaan di atas 
sama juga dengan transaksi dalam jual beli online. Semakin sulit 
untuk menentukan apakah para pihak yang melakukan perjanjian 
telah memenuhi ketentuan cakap. Hal ini karena para pihak tidak 
bertemu secara langsung melainkan melalui internet sehingga para 
pihak tidak dapat mengetahui bagaimana kondisi fisik pihak yang 
lain. 
Untuk bertransaksi dalam FJB Kaskus sendiri seseorang baik untuk 
menjadi seller atau buyer dapat dilakukan oleh seseorang yang 
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belum dewasa karena pada situs kaskus, seseorang yang ingin 
menjadi member cukup mengisi format pendaftaran yang 
disediakan pihak Kaskus. Pada format pendaftaran member 
Kaskus, seseorang diwajibkan mengisi beberapa hal seperti nama 
akun, password akun, email, jenis kelamin, nama asli, tanggal lahir, 
dan lokasi member. Pada pengisian format pendaftaran tersebut 
tidak dapat dipastikan keaslian datanya baik nama hingga tanggal 
lahir karena seseorang bisa saja memberikan data yang bukan 
sebenarnya.  
 




Gambar 3. Format Pendafaran Member www.kaskus.com  
Meskipun syarat kedewasaan menurut KUHPerdata tidak dapat 
terpenuhi dalam kontrak e-commerce, hal ini tidak menyebabkan 
kontrak tersebut menjadi tidak sah, tetapi hanya memberikan akibat 
terhadap perjanjian atau kontrak tersebut dapat dimintakan 
pembatalan oleh salah satu pihak, dikarenakan kecakapan untuk 
membuat suatu perikatan termasuk ke dalam syarat subjektif. 
Sehingga berdasar uraian tersebut maka dapat ditarik disimpulkan 
bahwa kontrak dalam perdagangan melalui internet (e-commerce) 
tetap sah sehingga mengikat dan menjadi undang-undang bagi 
para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak tersebut tidak 
mempermasalahkan mengenai tidak terpenuhinya salah satu syarat 
sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata serta para 
pihak tetap melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya. 
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3. Suatu hal tertentu 
Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian, maksudnya 
bahwa objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, 
objek perjanjian dapat diperhitungkan jenis dan jumlahnya, objek 
perjanjian tidak digunakan untuk kepentingan umum. Pada 
dasarnya transaksi konvensional dan transaksi secara online 
tidaklah berbeda jauh. Para calon pembeli dalam transaksi 
konvensional dapat melihat wujud objek perjanjian, memeriksa 
secara langsung, terdapat penyerahan secara langsung, serta 
tempat transaksi. Jual beli secara online pada FJB Kaskus hal 
tersebut juga terjadi tetapi produk yang diperjualbelikan tidak 
tampak secara fisik, produk diiklankan pada suatu thread yang 
biasanya berisi gambar/foto produk, informasi produk, dan 
bagaimana cara bertransaksi. Baik jual beli konvensional maupun 
jual beli secara online pada FJB Kaskus memenuhi syarat 
mengenai suatu hal tertentu. 
Setelah melakukan penelitian terhadap FJB Kaskus, diketahui 
bahwa dalam FJB Kaskus menawarkan berbagai produk barang 
dan jasa yang terbagi atas beberapa kategori diantaranya barang 
antik, lukisan, perlengkapan bayi, buku, barang elektronik, 
kendaraan bermotor, pakaian, handphone, peralatan kantor, 





Gambar 3. Kategori Barang yang ada dalam FJB Kaskus 
Pada setiap kategori tersebut akan menampilkan thread-thread 
yang berisi iklan yang menampilkan barang yang ditawarkan. Pada 
setiap kategori terdapat ratusan halaman bahkan hingga ribuan 
halaman. Pada setiap thread biasanya berisi gambar barang, 
kondisi mengenai barang, spesifikasi barang, harga barang, nomor 
handphone penjual serta cara pembayaran. 
Pada umumnya apabila barang yang diperjualbelikan adalah 
barang bekas, para penjual memberitahukan mengenai cacat-cacat 
yang terdapat pada barangnya tersebut. Meskipun penjual tidak 
memberitahukan cacat pada barang yang dijual, pembeli dapat 
melakukan kesepakatan kepada penjual sebelum terjadinya 




Gambar 4 Thread dalam kategori kendaraan roda empat 
FJB Kaskus. 
Berdasarkan uraian di atas maka di dalam jual beli secara online 
pada FJB Kaskus juga ada suatu hal tertentu yang menjadi objek 
dalam perjanjian sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1320 
jo 1333 KUHPerdata terhadap perjanjian pada umumnya.  
4. Suatu Sebab yang Halal 
Suatu sebab yang halal maksudnya adalah isi suatu perjanjian 
tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban 
umum, dan kesusilaan. Suatu sebab yang halal, berarti perjanjian 
termaksud harus dilakukan berdasarkan itikad baik. Berdasarkan 
Pasal 1335 KUHPerdata ditentukan bahwa: 
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“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat 
karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak 
mempunyai kekuatan” 
Suatu perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan, sebab 
dalam hal ini adalah tujuan dibuatnya sebuah perjanjian. Tujuan 
dari perjanjian berarti isi perjanjian itu sendiri yang dibuat oleh 
kedua belah pihak, sedangkan isi perjanjian adalah yang 
dinyatakan tegas oleh kedua belah pihak mengenai hak dan 
kewajiban yang ditimbulkan dari hubungan hukum (perjanjian) yang 
dibuat oleh kedua belah pihak tersebut. 
Kemudian ditambahkan dalam Pasal 1336 KUHPerdata ditentukan 
bahwa : 
“jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu 
sebab yang halal ataupun jika suatu sebab yang lain, 
daripada yang dinyatakan persetujuan namun demikian 
adalah sah”. 
Pasal 1336 KUHPerdata menegaskan bahwa adanya kausa itu 
menunjukkan adanya kejadian yang menyebabkan terjadinya suatu 
utang, begitu pula walaupun tidak dinyatakan suatu sebab, maka 
perjanjian itu adalah sah. 
Sebab yang halal adalah mutlak untuk dipenuhi dalam 
mengadakan suatu perjanjian, pembuatan perjanjian tersebut 
haruslah didasari dengan itikad baik untuk mengadakan suatu 




“suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh 
undangundang, atau bertentangan dengan kesusilaan baik, 
atau ketertiban umum” 
Penjelasan dari suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-
undang dalam hukum positif adalah jika dalam undang-undang 
tidak memperbolehkan adanya perbuatan itu dan apabila dilanggar 
maka perbuatan itu akan mendapatkan sanksi yang tegas, sebagai 
contoh adalah tindak kejahatan seperti jual-beli narkoba, jual-beli 
barang curian, dan lain sebagainya.  
Berdasarkan pembahasan di atas, jika keempat syarat sahnya 
perjanjian dipenuhi dalam perjanjian jual beli secara online melalui 
rekening bersama pada FJB Kaskus maka telah terjadi perikatan diantara 
mereka yang menimbulkan hubungan hukum yang berakibat timbulnya 
hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. 
Akibat hukum yang timbul jika tidak terpenuhi keempat syarat 
tersebut ada dua. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif 
karena mengenai para pihak dalam suatu perjanjian. Akibat hukum yang 
timbul apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian 
dapat dibatalkan (untuk membatalkan perjanjian itu harus ada inisiatif 
minimal dari salah satu pihak merasa dirugikan untuk membatalkannya. 
Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena 
menyangkut perjanjiannya sendiri atau objek perjanjian yang dilakukan. 
Akibat hukum yang timbul apabila syarat ketiga dan keempat tidak 
90 
 
dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum (sejak semula dianggap tidak 
pernah ada perjanjian sehingga tidak perlu pembatalan). 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, perjanjian jual beli 
secara online melalui rekber pada FJB Kaskus adalah sah karena 
memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan, 
kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Meskipun 
dalam hal kecakapan tidak terpenuhi, tidak membuat perjanjian itu sendiri 
batal melainkan dapat dibatalkan apabila salah satu pihak  mengajukan 
untuk melakukan pembatalan. 
C. Perlindungan Hukum bagi Penjual (Buyer) dan Pembeli (Seller) 
yang menggunakan Rekber 
Hubungan hukum yang terjadi dalam jual beli konvensional hanya 
melibatkan antara dua pihak saja yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. 
Hubungan hukum tersebut berupa perjanjian yang menimbulkan akibat 
hukum yaitu hak dan kewajiban penjual dan juga hak dan kewajiban 
pembeli. Apabila perjanjian jual beli dilakukan secara konvensional, 
pembeli atau konsumen memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh 
Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
atau yang disingkat UUPK.  Begitupun dengan hak dan kewajiban dari 
penjual atau pelaku usaha yang juga dilindungi oleh UUPK.  
Di dalam Pasal 4 UUPK mengatur bahwa hak konsumen adalah: 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengonsumsi barang dan/atau jasa. 
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b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 
kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan. 
e. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 
f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif. 
g. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima 
tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 
mestinya 
h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 
perundangundangan lainnya. 
Dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 
1999  yaitu : 
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 
keamanan dan keselamatan. 




c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa 
perlindungan konsumen secara patut. 
Begitu pun juga dengan hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 
UUPK, yaitu :82 
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang 
dan/atau jasa yang diperdagangkan. 
b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan 
konsumen yang beritikad buruk. 
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen. 
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara 
hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh 
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 
perundangundangan lainnya. 
Dan kewajiban Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK yaitu : 
Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 
a. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 
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b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan 
jujur serta tidak diskriminatif. 
c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi 
dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar 
mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. 
d. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji 
dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta 
member jaminan dan/atau yang diperdagangkan. 
e. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan 
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 
f. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau jasa penggantian 
apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan 
tidak sesuai dengan perjanjian. 
Dari hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha yang 
di atur di dalam UUPK dapat terlihat secara jelas hubungan hukum yang 
terjadi antara keduanya. Namun secara sederhana hubungan hukum yang 
terjadi antara para pihak di dalam perjanjian jual beli adalah pelaku usaha 
atau penjual menyerahkan barang jualannya kepada pembeli atau 
konsumen, begitu pun dengan konsumen atau pembeli meyerahkan 
pembayaran sesuai dengan nilai jual yang telah disepakati. Sehingga 
apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, 
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maka pihak tersebut telah melakukan cidera janji atau biasa disebut 
dengan wanprestasi.  
Sementara jika perjanjian jual beli dilakukan secara online melalui 
rekber pada FJB Kaskus melibatkan setidaknya empat pihak yaitu buyer, 
seller, rekber dan kaskus. Namun dari keempat pihak tersebut, pihak-
pihak yang terlibat secara langsung adalah buyer, seller, dan rekber. 
Kaskus sendiri tidak terlibat secara langsung dalam transaksi yang 
dilakukan antara buyer, seller, dan rekber. Kaskus berperan sebagai 
penyedia tempat dalam mempertemukan ketiga pihak tersebut dan 
mengawasi apabila terjadi hal-hal yang dilarang dalam FJB Kaskus.  
 Mekanisme yang terjadi dalam proses transaksi dalam jual beli 
secara online melalui rekber pada FJB Kaskus dapat dilihat pada gambar 
mekanisme penggunaan rekber berikut. 
 
Gambar 5. Mekanisme Penggunaan Rekber 
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Berdasarkan gambar tersebut menjelaskan hubungan hukum yang 
timbul dari perjanjian antara buyer, seller dan rekber. Hubungan hukum 
adalah hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya 
yang menimbulkan hak dan kewajiban.  
Pada jual beli secara online melalui rekber pada FJB Kaskus terjadi 
tiga hubungan hukum yaitu hubungan hukum antara seller dengan buyer, 
hubungan hukum antara seller dengan rekber, dan hubungan hukum 
antara buyer dengan rekber. Hubungan hukum antara seller dan buyer 
mengakibatkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban seller sebagai 
pelaku usaha dan hak dan kewajiban buyer sebagai konsumen. 
Hubungan hukum antara seller dengan rekber mengakibatkan hak dan 
kewajiban seller sebagai konsumen dan hak dan kewajiban rekber 
sebagai pelaku usaha. Sementara hubungan hukum antara buyer dengan 
rekber mengakibatkan hak dan kewajiban buyer sebagai pelaku usaha 
serta hak dan kewajiban rekber sebagai konsumen. 
Dari gambar tersebut, dapat terlihat bahwa seller atau penjual jika 
dikaitkan dengan buyer atau pembeli maka seller  tersebut dipandang 
sebagai pelaku usaha dan buyer sebagai konsumen. Sementara jika seller 
dikaitkan dengan rekber maka seller dipandang sebagai konsumen 
sementara rekber dipandang sebagai pelaku usaha dikarenakan seller 
menggunakan perantara pihak ketiga dalam melakukan transaksi jual 
belinya dengan pembeli, yaitu perantara rekber sebagai penyedia layanan 
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jasa yang menjamin keamanan bertransaksi di dunia maya atau secara on 
line. 
Jika kesepakatan mengenai penggunaan jasa rekber yang akan 
digunakan dalam rangka menjamin keamanan bertransaksi para pihak 
telah tercapai, maka terdapat beberapa peristiwa hukum yang terjadi, 
yaitu: 
a. Buyer melakukan transfer sejumlah uang dan fee rekber ke 
no.rekening rekber, setelah uang diterima rekber akan 
melakukan konfirmasi kepada seller untuk mengirimkan 
barang kepada buyer. Apabila seller tidak melakukan 
pengiriman setelah rekber melakukan konfirmasi maka buyer 
dapat meminta penjelasan dari seller mengenai alasan tidak 
dikirimnya barang atau buyer dapat meminta kembali uang 
yang telah ditransfer kepada rekber dikurangi fee rekber 
apabila tidak ada penjelasan dari seller. 
b. Seller melakukan pengiriman barang kepada buyer melalui 
jasa ekspedisi yang disepakati dengan buyer. Seller 
berkewajiban menyimpan bukti pengiriman berupa no. resi. 
No resi yang diterima oleh seller diberitahukan kepada buyer 
dan rekber agar barang yang berada dalam proses 
pengiriman dapat diketahui keadaannya. Apabila barang 
yang dikirimkan oleh seller tidak  datang sesuai dengan 
kesepakatan maka buyer dapat memeriksa kepada jasa 
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ekspedisi mengenai barang yang dikirim. Apabila barang 
yang dikirim seller telah sampai maka buyer melakukan 
pemeriksaan terlebih dahulu terhadap barang yang 
diperjualbelikan, apabila barang sesuai dengan yang 
disepakati. Setelah melakukan pemeriksaan, buyer 
melakukan konfirmasi kepada rekber bahwa barang dari 
seller telah sampai. Apabila barang yang datang tidak sesuai 
dengan kesepakatan buyer dan seller maka buyer berhak 
meminta rekber untuk menunda pencairan dana kepada 
seller. 
c. Setelah mendapat konfirmasi kedatangan barang dari buyer, 
rekber melakukan pencairan dana kepada seller dimana 
uang yang ditransfer dari rekber telah dikurangi untuk fee 
rekber tergantung besarnya transaksi. Apabila transfer tidak 
dilakukan oleh rekber maka seller dapat meminta penjelasan 
kepada rekber mengenai alasan tidak dicairkannya dana dari 
buyer. 
Dari penjelasan alur transaksi dengan menggunakan jasa rekber di 
atas dapat diketahui terjadi beberapa peristiwa hukum yang dimana setiap 
dari peristiwa hukum tersebut memiliki akibat hukum apabila salah satu 
dari pihak tidak melakukan janji sebagaimana yang telah diperjanjikannya. 
Janji yang telah diperjanjikan diantara para pihak merupakan sebuah 
prestasi atau merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak 
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yang melakukan perjanjian. Janji atau prestasi yang disepakati dalam 
perjanjian mengikat para pihak yang melakukan perjanjian sama halnya 
dengan mengikatnya Undang-Undang sehingga para pihak yang tidak 
menepati janji dianggap sama dengan melanggar UU. Pihak yang tidak 
memenuhi janji yang telah diperjanjikannya dianggap telah melakukan 
cider janji atau wanprestatie yang dapat dituntut dengan ganti kerugian 
berdasarkan wanprestasi. Cidera janji atau wanprestasi tersebut dapat 
berupa: (a). tidak memenuhi prestasi sama sekali; (b). tidak sempurna 
melakukan prestasi; (c). terlambat melakukan prestasi; dan (d) melakukan 
yang dilarang di dalam perjanjian. 
Apabila salah satu dari bentuk-bentuk wanprestasi tersebut 
dilakukan, maka pihak yang merasa dirugikan di dalam perjanjian karena 
tidak ditepatinya janji tersebut dapat menuntut salah satu dari lima 
kemungkinan:83   
a. Pembatalan (pemutusan) perjanjian  
b. Pemenuhan perjanjian 
c. Pembayaran ganti rugi 
d. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi 
e. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi 
Dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, 
kewajiban untuk membayar ganti kerugian tidak lain daripada akibat 
penerapan klausula dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum 
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 Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian 
dan dari undang-undang), Mandar Maju, bandung, 1994, hlm 11. 
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yang oleh kedua pihak secara sukarela tunduk berdasarkan 
perjanjiannnya. Dengan demikian, bukan undang-undang yang 
menentukan apakah harus dibayar ganti kerugian atau berapa besar ganti 
kerugian yang harus dibayar, melainkan kedua belah pihak yang 
menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti kerugian yang harus 
dibayar, dan apa yang telah diperjanjikan tersebut, mengikat sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.84 
Di samping ketentuan yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat 
oleh para pihak, ketentuan tentang ganti kerugian yang bersumber dari 
hukum pelengkap juga harus mendapat perhatian, seperti ketentuan 
tentang wanprestasi dan cacat tersembunyi serta ketentuan lainnya. 
Ketentuan-ketentuan ini melengkapi ketentuan yang telah disepakati oleh 
kedua belah pihak, dan ketentuan ini hanya dapat dikesampingkan jika 
para pihak menjanjikan lain.85 
 Berdasarkan penelitian penulis, bahwa apabila terjadi wanprestasi 
dalam transaksi jual beli secara online melalui rekber, pihak Kaskus hanya 
dapat melakukan pemblokiran bagi para pihak yang terbukti melakukan 
wanprestasi. Pada umumnya, apabila terjadi wanprestasi baik itu seller, 
buyer maupun rekber, pihak kaskus akan diberitahukan oleh pihak yang 
merasa dirugikan. Tindak lanjut kaskus setelah menerima aduan tersebut 
adalah melakukan banned/pemblokiran akun sehingga akun kaskus 
tersebut tidak bisa dipakai. Karena untuk menemukan identitas para 
                                                          
84





pelaku sulit dilacak, meskipun dalam bertransaksi jual beli secara online  
seperti terdapat nama pemilik rekening bank tetap saja pihak kaskus tidak 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis 
terhadap perjanjian jual beli secara online melalui rekber pada FJB 
Kaskus, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Perjanjian jual beli secara online melalui rekber pada FJB Kaskus  
memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata  
yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab 
yang halal. Meskipun ada salah satu syarat sahnya perjanjian yang 
tidak terpenuhi yaitu mengenai syarat kecakapan para pihak, 
perjanjian yang jual beli secara online melalui rekber tetap berlaku 
dan mengikat serta menjadi undang-undang bagi para pihak karena 
syarat kecakapan termasuk dalam syarat subyektif dimana suatu 
syarat meskipun tidak terpenuhi dalam perjanjian tidak 
menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah, namun perjanjian 
tersebut dapat dimintakan pembatalan. 
2. Perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli yang menggunakan 
jasa rekber telah diatur dalam UUPK yaitu pada Pasal 4 mengenai 
hak konsumen antara lain mendapatkan barang yang sesuai nilai 
tukar dan kondisi serta jaminan, mendapatkan informasi mengenai 
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barang, dan mendapatkan ganti rugi , Pasal 5 mengenai kewajiban 
konsumen antara lain mengikuti prosedur penggunaan barang, 
beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang, dan 
membayar sesuai kesepakatan, Pasal 6 mengenai hak pelaku 
usaha antara lain menerima pembayaran sesuai kesepakatan, 
mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad 
buruk, dan hak untuk pembelaan diri sepatutnya, dan Pasal 7 
mengenai kewajiban pelaku usaha antara lain beritikad baik, 
memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
barang, dan memberikan ganti rugi atas kerugian akibat 
penggunaan barang yang diperdagangkan. Sementara 
perlindungan hukum yang dapat dilakukan pihak kaskus apabila 
terjadi permasalahan terkait penggunaan jasa rekber dalam 
transaksi jual beli adalah melakukan pemblokiran terhadap akun 
yang terbukti melakukan wanprestasi. 
B. Saran 
 Dalam penulisan skripsi hukum ini, penulis memberikan saran-
saran sebagai berikut: 
1. Para pihak baik penjual atau seller dan pembeli atau buyer yang 
menggunakan jasa perantara pembayaran rekber dalam FJB 
Kaskus dituntut untuk menerapkan asas kehati-hatian dan 
melakukan pemeriksaan terhadap rekber yang akan digunakan 
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dengan memperhatikan popularitas dan pangkat yang dimiliki 
seorang rekber. 
2. Perlu dilakukan sosialisasi oleh pemerintah terkait cara bertransaksi 
dengan aman dalam e-commerce sehingga masyarakat dapat 
memahami dan mengetahui serta melaksanakan transaksi e-
commerce sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga agar 
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